
  
 
 
 

 
 
 

 

BUPATI SUKOHARJO 
PROVINSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO 
NOMOR 2 TAHUN 2024 

TENTANG 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI   

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKOHARJO, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan sesuai 

dengan beban kerja dan nilai jabatan Aparatur Sipil Negara 
perlu pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur 

Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo; 

b. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan 
kesejahteraan pegawai perlu mengatur kembali pemberian 
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; 

c. bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara, pengelolaan kinerja pegawai 
dilaksanakan melalui aplikasi kinerja pegawai yang 
disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara dan terintegrasi 

dengan platform tunggal pengelolaan kinerja pegawai dalam 
hal ini aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara 

(SIASN), maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan  

Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 
2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo, perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan  Pegawai Aparatur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; 

 

SALINAN 
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Mengingat

  

: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah 
Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6841); 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 58); 

5. Peraturan Pemerintah  Nomor  18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Pememerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 
300); 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B8ybTbhOvYmpMVViTDJDSFRNaGc/view?usp=sharing
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8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 
(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 

10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2023 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 10 
Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo 
Tahun 2023 Nomor 2); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2022 TENTANG 
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN SUKOHARJO. 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 
Apatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 

Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan 
Peraturan Bupati: 

1. Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pemberian 

Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Berita 
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 42); 

2. Nomor 2  Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2022 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Apatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo 

(Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 
2); 

diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan ayat (3) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Penilaian Produktivitas Kerja 

Pasal 30 

(1) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 

18 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan capaian 
produktivitas kerja. 
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(2) Produktivitas kerja pegawai ASN diukur berdasarkan 

capaian kinerja pegawai dengan sasaran yang telah 
ditetapkan dalam SKP yang dijabarkan dalam kegiatan 

bulanan. 

(3) Pemberian TPP berdasarkan penilaian produktivitas 

kerja pegawai dihitung dengan bilangan 60% (enam 
puluh persen) dari pagu TPP, berdasarkan kriteria 
sebagai berikut: 

a. 100% (seratus persen) untuk Pegawai ASN dengan 
predikat kinerja Sangat Baik dan Baik;  

b. 85% (delapan puluh lima persen) untuk Pegawai ASN 
dengan predikat kinerja Butuh Perbaikan; 

c. 70% (tujuh puluh persen) untuk Pegawai ASN 
dengan predikat kinerja Kurang; 

d. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pegawai ASN 

dengan predikat kinerja Sangat Kurang; 

e.  0% (nol persen) untuk Pegawai ASN yang tidak 

mempunyai Predikat Kinerja. 

(4) Pengukuran produktivitas kerja didukung dengan 

sistem teknologi informasi. 

(5) Apabila sistem teknologi informasi belum tersedia 
dan/atau mengalami kerusakan dapat digantikan 

dengan laporan kinerja manual. 

(6) Hasil rekapitulasi sistem teknologi informasi dan/atau 

rekapitulasi laporan kinerja manual ditandatangani 
Kepala Perangkat Daerah. 

 

2. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 49 

Pemberian TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sukoharjo mendasarkan pada Peraturan Bupati ini berlaku 
mulai tanggal 1 Januari 2024. 
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Pasal II 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. 
 

 Ditetapkan di Sukoharjo 
 pada tanggal 15 Februari 2024  

   
BUPATI SUKOHARJO, 
 

ttd. 
 

ETIK SURYANI 
               

 

Diundangkan di Sukoharjo 
pada tanggal 15 Februari 2024 
 

  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKOHARJO, 

 
ttd. 

  
WIDODO 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO 
TAHUN 2024 NOMOR 2 

 

 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 
 

TEGUH PRAMONO, SH, MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19710429 199803 1 003 
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